KEPUTUSAN MENTER! REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PEJABAT PENGELOLA
INFORMAS! DAN DOKUMENTAS] KEMENTERIAN AGAMA DAN ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang ! n.

Mengingat  : 1.

HEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan layansp informasi publik bagi pejabat
pengelola informan dan dokumentasi Kemenierian Agama dan
utnsan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, perlu

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam
hurul a, perlu menctapkan Keputusan Menterl Agama tentang
Pedoman  Layunan Informasi Publik Bagi Poabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Agnma;

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negamm Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lembarun Negars Republik Indonesic Nomor
S038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tehun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negiara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tghun 2015 tentang Orpanisasi

Kementerian Negarn (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tohun 2015 tentang Kementerian

Apama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomaor 168);

Keputusan Menteri Agama Nomer 3533 Tabun 2018 tentang
Pojubat Pengelola Informasi dan Dolumentasi  Kementerian
Apgama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi




Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kementerian Agama;

. Peraturan Menteri Agama Nomer 13 Tahun 2012 tentang

Orgunisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tshun 2016 te

Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Merita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTER! AGAMA TENTANG PEDOMAN

LAYANAN INFORMAS! PUBLIK BAGI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTAS! KEMENTERIAN AGAMA DAN
ATASAN  PEJABAT  PENGELOLA  INFORMASI  DAN
DOKUMENTAS| KEMENTERIAN AGAMA.

: Menetspkan Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat

Pengelola Infarmast dan Dokumentasi Kementerian Agama dan
Atasan Pejabnt Pengeloln  [nformasl  dan  Dokumentasi
Kementenan Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dan Keputusan .

'Peﬁmmhﬂunlnhmuipuﬂikﬂn;ihjihtﬁnpﬂl

Informasi dan Dolumentasi Kementerian Agama dan Atasan
Pejabat Pengelole Informasi dan Dokumentasl Kementerian
Agama mebagaimans dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan pandusn bagi pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi Kementerian Agnma dan atasan pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi Kementerian Agama dalam
meloksanakan layanan informasi publik.

- Hummnhﬁmuhih:thkupndnuumldimtqlm

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 yebzuazi 2019

MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

- bl
f w IM SAIFUDDIN )



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPURLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS! KEMENTERIAN
AGAMA DAN ATASAN PEIABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAS] KEMENTERIAN AGAMA

Keterbukaan informasi seluin sebagal fungsi kontrol atas kinerjs pemerintah,

ﬂlthhmm.lm,mrhﬁrumiulmwﬁpuhﬁkumujuddmnbﬂkm
puduniﬂ:upknnpedmnh}umh;ipura pejabat pengelola Informaosi dan
dokumentasi Kementerian Agama, dan pejabat pengelols informasi dan
dokumentasi unit Kementerian Agama.

» Tujuan

Pedoman inl  bertujuan  untuk memudahkan bagi sermua unit dalam
melaksanakan pengelolaan informusi publik pada Kementerian Agama.

- Ruang Linglkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Mekanisme Pelayanan Terhadap Permohonan Informani Publik;

4, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dolcumentasi Kementerian Agama;

3, Pengklasifikasian Informasi Publik:

Dﬂnmpmﬂnini.mdimahmdmmn:

L. Informasi Publik adalnh  informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Agama yang



6.

berkaitan  dengan penyelenggara  dan penyelenggaraan  negars
mengenal keterbukaan Informasi Publik, serta informasi lain yang
dengan kepentingan publik,

: Ininrmuirm:ﬂaﬂhmumumhndmﬁudilkmhﬂmﬁnhh adalah
i . -

yang wajib disedinkan dan/ atau diumumkan

sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenal keterbukean
Informasi Publik.

. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang

Dikecualikon  sebagaimana  dimaksud  dulam peraturan  perundang-
mengenal keterbukaan lnhrmndllluhlil:.

+ Pejabat Pengeiols Informasi den Dokumentasi yang selanjutnya disinglat

PPID adalah pejabat yang bertangpung jawahb di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penysdiann, dan/ atau pelayanan Informasi Publik.
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi Kelerangan secarn

sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Hmmmhpm.ﬁdnanmm&l:ﬂmﬁmHikm
Dikecualikan

Pemohon Informasi Publik yang sclanjutnya disebut Pemohon adalah
Warga negars Indonesia dan/ amau badan hukum Indoncsia yang
mengiajukan permintaan Informasi  Publik.

Uji Konsekuensi adaluh pengujisn lentang konsekuens: yang timbul
dpabils suatu Informas Publik diberikan kepada masyarakat,
Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai
Informasi Publik yang Dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-

mengenal keterbuknan Informani Publik.
Sengketa Informasi  Publik  adalah sengeeta  yang terjadi  antara



HAB N
MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan sehagai berikut:

| Permahonan Informasi Publik di Kementerian Aguma dapat dilakukan
secara tertulis atau tdak testulis;

4.dalam hal permohonan Informasi Publik schagaimana dimaksud pada
angka | digjukan secara t!rtulit,nprP:mulmndimintluntukmmﬁni
formulir permohonan Informasi Puhlik;

3. dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka
| dinjukan mecara tidak tertulis, PPID Ulama memastikan permohonan
Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan Informasi Publik: dan

4. terhadap permohonan Informasi  Publik sehagsimana dimaksud pada
angka 2 dan arigka 3, PPID Kementerian Agama wajib:

. memastikan Pemohon memenuhi persyaratan permohonan berupa bukti
identitas diri Warga Negara Indonesin dan/ atau bukt pengesahan
badan hukum yang diterbitkan oleh leementerian yang membidang
urusan hukum dan hak ssasi manusia;

b. memastikan Pemohon dan/ atay petugas layanan informasi melengkapi
formulir permohonan Informasi Publik;

¢. mengoordinasikan pencatatan permohonan Informasi  Publik dalam
register permohonan;

d. MnMIhmlmmwm
pendaflaran;

B, i asli formulir permohonan Informasi Publik yang telah
diberikun nomor pendaftnran sebagaimana dimaksud peda hurul o
diserahkan kepada Pemohon sebagni tanda  bulkti permohonan
Informasi Publik; dan

f. menyimpan salinan formulir permohonan Informasi !’uhlik sebagaimana

Pemberitahuan Tertulis

Pemberitahuan secarn tertulis dilakukan schagai berilkut:

L. setiap permohonan  Informasi  Publik wijib diberikan jawaban oleh
Kementerian  Agama berupa pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh
PPID Kementerian Agama;

2. penyampaian mhmuhmmmmmmmwmmhi
dilakukan sesuai dengan cara perolehan informasi yang dipilih olch Pemohon
dalam formulir permobonan Informasi Publik;

3. puling lambat 10 (sepulub) har kerjn sejak diterimanya permohonan
Informasi  Publik, PPID  Kementerian Agama  wajlb  menyampailkan

mlnﬁum-:iFuhlikjmgdlmintuhﬂudndlhmPﬂﬂEU!mmuﬁdnk
dalam penguasiaan PPID Kementerinn Agama;



b. penerimaan atau penolakan permohonan Informasi Publik dengan nlasan
yung tercantum dalam peraturan perundang-undangan:

¢, bentuk atau jenis Informasi Publik yung tersedia;

d. waktu yang dibutubkan untulk menyedinkan Informasi  Public  yang
dimohon materi Informasi Publik yvang diberikan  dalam  hal
permohonan Informasi Publik diterima sclurdhnya atau sebagian:

¢ penjelasan atan penghitaman atau pengaburan informasi dalam
suatu  dokumen mengandung materi  Informasi Publik  vang
Dilkkecualikan; dan/atau

f. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum
dikuasai atau belum didokumentasikan.

4. pemberitahunn  tertulis  scbagaimana  dimaksud pada anglen 3 dapat
diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerju berikutnya dengan memberikan
alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpunjang lugi; dan

a8 belum menguasal atau mengadministrasikan Informasi  Publik yang
dimohonkan, dan/ atau

b. belum dapat memutuskan apaksh Informasi Publik yang dimohonkan
termasuk dalam kategori Informasi Publik yang Dikecuslikan.

. Penolakan Permohonan Informasi Publik

Penolakan permohonan Informasi Publik dilakukan sebagal berfkut:

i. Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID Kementerian Agarma
uﬁhmmmﬁunpmbuiﬂhmmuhmmmuw
keputusan PPID Kementerian Agama mengenai  penolakan  permohonan
Informasi Publik;

2. Surat keputusan PPID Kementerian Agama mengenal penolakan permohonan
Informasi Publik sebaprimana dimaksud pada angka | sekurang-kurangnya
terdiri dari:

a, pomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

b. nama Pemohon;

€. alamal Pemohon;

d. pekerjsan Pemohon;

¢, nomor telepon/ alamat surat elektronik Pemnohon;

[ Informasi Publik yang dimohonkan;

g keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

h. alasan pengecualian; dan

L konsekuensi yang diperkirakan akun timbul apabila informasi dibuka
dan diberikan kepada Pemohon.

Registrasi keberulan dilakukan sebagal berikut:

1. Pemohon yung akun mengajukan keberstan mengisi formulir keberatan;
i.Mmhnlittmulirhhemlﬂnmmmdhmhudpnhmghl
dinyatakan lengkap, PPID Kementerian Agama menyampaikan  salinan



3. dalam hal formulir keberatan sehagaimana  dimaknud pada angka |
dinyatakan belum lengkap, PPID Kementerian Agumna menginformasikan
kepada Pemohon atau kunsanya untuk melengkapi lormulir keberatan;

4. PPID Kementeriun Agema memberikan nomor pendaftaran pads formulir
keberatan yang telah dinyatakan lengkap: dan

3. PPID Kementerian Agama wajib mencatat pengejuan  keberatan  dalam
register keberatan.

E. Tanggapan Atns Keberatan

anmhhﬂmﬂhkuhnmim
. Atasan PPID Kementerian Agama  wajib memberikan tanggapan atas

keberatan yang disampaikan oleh  Pemohon atau  kunsa Pemohon paling

lumbat 30 (tgn pulub) harl kerja sejnk dicatatnya pengajuan keberatan
dalam regster keberatan;

i.ﬁtnanPHDImmﬁanﬂgamhcrhﬂunmkmﬁkmjmn
hhﬂnmmnmmhhnwﬁmhm mengajukan keberatan

permohonan Informasi Publik; dan

3, PPID Hm:nuﬂun#mmnjlhmmﬁmmuﬁ formulir keberatan sebagai
tands buktl penerimsaan pengajuan keberatan.

F. Waktu Layanan

Wakiu layanan dilakulan scbagai berikut:

L layanan permohonan Informasi Publik dan pengnjuan keberstan diberikan
sampai dengan satu jem sebelum jam pulang kantor sesuai  pengaluran
dthmhmhumHmhﬁ&unmmmithMhmhhmﬂrw
Rementerian Agnma; dan

4.dolam hal permohonan Informasi Publik atau pengajuan  keberatan
ll:‘nnpirnl.nudimuh.:dpndnmﬁu | disampaikan sctelah  berakhirnya
mkmhymm.hympermnhnumtnfmmnﬁhmﬁkmupmﬁum
keberatan diberikan pada harl kerja berikutrya



BAB IlI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA
DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN AGAMA

A. Penunjukan dan penetapan PPID Kementerlan Agama dan Atasan  PPID

Kementerian Agamo ditetapkan dalam Keputusan Menterl Agama Nomor 533
Tahun 2018,

B. Tugas dan Wewenang PPID Kementerian Agmmia
1. Tugas PPID Utama Kementerian Agama:

a.
b.

Q.

mmmmlmm;
memberikan pelayanan Informasi Publik Yang cepat, tepal, dan
sederhana,;

menetapican Daftar Informssi Publik dalam bentuk keputusan PPID
Kementerian Agama mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian
Agama minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan;
pengklasifikasian  Informasi  Publik  atau perubahannya  dengan
pnmnuumAMmPFmHﬂmnurhanmduhm bentuk keputusan
PPID Kementerian Agama mengenal klasifikasi informasi Kementerian
Agama;

menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan schagni Informasi
Publik yang daput diakses dalam hal:

1} telah dinyatakan rerbuka bagi masywrnkut berdnsarkan mekanisme
keberatan,

2} telah dinyataksn terbuka begi mmsyarakst berdasarkan putusan
sidang gjudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Maehkamah

3] telah habis jangka waktu pengecualluninya; dan/ atay
) ditentukan aleh peraturan Perundang-undangan,

menetapkan pertimbangan teriulis atas setisp keputusan veng diamhil
guna memeniih: hak setiap orang atas Informasi Publilk;

. mengoordinasikan:

1} pengumpulan selurub Informasi Publik yang meliputi: informasi
yang wajib disedinkan dan diumumkan seearn berkala, informasi
jmgwjihdiummkmmmm:hn miormasi yang wajib
tersedin setiap saat;

2] pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;

3] pengumuman Informasi Publik melalul media yang secara elekul
dan efinien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan,

4) pmrmpnhnlm:imujkdﬂnmhhmhidmﬁmhuﬂ:_
benar, dan mudah dipahami:

5) Fﬂtfhﬂmuhln permohonan Informasi Publik vang dapatl diakses olsh
pu



6] Pengklasifikasian Informasi Publik dan/ atau pengubahan
Penghlasifilkanian Informesi Publik:

7] permohonan keberatan di proses berdasarkan prosedur; dan

8) pmmhymntnfumui?ubﬂkdimmnﬁmbnjm
dengan baik,

melakukan Uji Konsekuensi bersama denigan PPID Unit Eselon | Pusat

terhadup Informasi Publik yang tidak dapat dinkses olch masyarat

schagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan

mengenal keterbukaan Informasi Publik;

memberikan alasan tertulls atas pengecualian Informasi Publik, dalam

hal permohonan Informasi Publik ditolak:

melakukan penghitaman atau pengaburan mater Informasi Publik yang

Dikecualikan beserta alnsansys;

menetapkan dan  menugaskan petugas layanan informasi untuk

membantu pelaksanaan tugns PPID Utama Kementerlan Apama;

m%mmmimwmmm&m

n.

.

meningkatkan kunlitas layanan informasi publik;

menggunakan wistem informasi PPID  dalam jolaan |
Informasi Publik; G SR
menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian
Agama dan sistem informasi PPID:

memelihara dan/atau  memutskhirkan  informani padn  paortal
Kementerian Agama dan sistemn Informasi PPID sekurang-kurangnya |
(satu) kali dalam 1 [satu) bulan;

9. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi peranglkat PPID;

menyediakan ruangan dan/ atau meja layanan Informasi Publile
membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan Informasi
Publik kepads Atasan PPID Kementerian Agama; dan

membuat dan mengumumkan laporan tahunan laynnan Informasi
Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat

2. Wewenang PPID Utama Kementcrian Agama

a,

hl

d.

menetapkan panitia pengelola dan pelayanan informasi PPID Utama
Kementerian Agama;

memutuskan suatu informasi dapat dinkses atau tidak dapat diakses
oich masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID
Unit Eselon | Pusat:

menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi
Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecunlilkan
dengan diseriai alasan sertn pemberitahuan tentang hak dan lata carn
bagi Pemohon untuk mengnjukan keberatan atas penolakan tersebut
menghadiri  rapat  pembahasan  terksit  PPID  di tingkat
kementerian/lembaga;

meminta informasi kepada PPID unit pemilik informasi dalam hal
Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasal oleh
PPID Utama Kementerian Agama namun dikuasai oleh PPID unit;
melakukan kourdinasi dengan PPID unit terkait dalam menyelessilan
keberatan;

melakukan pendampingan dan koordinesi dengan PPID unit, unit
teknis, dan/ atou unit yang memiliki tugss dan fungsi memberikan




bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangon hukum
beriaitan dengan tugns Kementerian Aguma, il

h. mengusulkan kepada Atasan PPID Utams Kementerlan Agami  untuk
mﬂlpwwdmfumumlﬁjuhnmnmmnmﬂmﬂ
Informasi ke lembaga perodilan;

Lmdﬂkuhnimmﬂi:ﬁdmpuPHDUnﬂE-ﬂm[hmdﬂnm
penyediann Informasl Publik yang mutakhir pada portal Kementerian
Agamn dan situs selain portal Kementeriun Agnma, dan/atau sistern
informasi PPID;

}» melaporkan ketidaksesualan proses sidang Sengketa Informasi Publik
ke Sckretariat Komisi Informasi atas persefujusn Atasan PPID Utama
Kementerian Agama;

k. melakukan sosialisasi  untuk meningkatkan pemahaman  atas

implementasi keterbukaan Informasi Publik kepada PPID unit:

melakukun pembinaan techadap PPID Unit Kementerian Agama; dan

m. melakukan monitoring dan evahuasi terhadap pelaksanasn PPID Unit
Kementerian Agama.

=

€. Tugas dan Wewenang PPID Unit Kementerian Agama
L. Tugas PPID Unit Kementerian Agama:

B, angia 1;
b. sclain memiliki tugas sebagnimann dimaksud dalam huruf a, PPID Unit
Kementerian Agama jugs memiliki rugas:

1] mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh
Informas Publik di lingkungan wilayah kerjanya,

4l mendukung penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal
Kementerian Agama;

J) menyediakan Daftar dan Informasi Publik yang mutakhir pada situs
unit kerja masing masing;

4) memelihara dan/ atau memutakhirkan informasi pada situs selain
portal Kementerian Agama minimal | fsatu) kali dalam 1 (matu)
bulan;

3) dalam hal penyusunan daftar informasi publik, PPID Unit Eselon |
Pusat mengusulkan Informssi Publik kepada PPID Utama
Kementerian Agama yang telah mendapat persetujuan tertulis dari
Atasan PPID terkait, untuk dimasukkan dalam Daltar Informasi
Publik;

6] PPID Unit Eselon | Pusat Kementerian Agama  mengusulkan
Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama Kementerian
mmnwmuwmmﬂmmmhﬁmmmﬂiadﬁ

dilakukan Uji Konsckuensi brrsama dengun  PPID  Utama
Kementerian Agama untuk selanjutnys dimasukkan ke dalam Daftar
Indormasi yang Dikecualikan;

7) memenubi permintaan informasi dari PPID Utama Kementerian

mmmﬂmkyuhmmudtﬂnlmlm-
masing;



-1

H FHDUnitEnluulFumbﬂhnqﬁhmmmhmldanmm]lmplikm
laporan empat bulanan layanan Informasi Publik kepada Atasan
PPID unit ketja mosing-masing dan PPID Utama Kementerian
Agnma;

9) mnummwmnmmmmmmm

Atasan PPID dan/ atau pimpinan unit kerja TSING MAKINE werta
menynmpaikan salinannys kepada Komisi Informas) Pusat dan PPID
Utnmu Kementerian Agama:

10} PPFID Uni Perguruan Tinggl Keagamaan Negeri  melaporkan
ketidaksesunian  proses sidang Senghketa [Informasi Publik ke
Sekretarial Komisi Informasi Pusat atas persetujuan Atgsan PPID
unit kerja masing-masing dengan tembusan ke PPID Utama
Kementerian s

11) PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, Balai Litbang Agama, Belai Dilkdat
ngpmm,denitPﬂhanaT&mmmji melaporkan
ketidaksesusian proses sidang Sengketn Informasi Publik ke
Sekretariat Komisi Informasi Provinsi atus persetujuan Atasan PPID
unit kerja masing-masing dengan tembusan ke PPID Utama
hementerian Agama;

12) PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian
Agama Kobupaten/Kota, Balai Litbang Agama, Balal Dildat
Keagnmaan, dan Unit Pelaksann Teknis Asrama Huji wajib membuat
laporun tahunan laynnan Informasi Publik kepada Atasan PPID dan/
atsu pimpinan unit kerja masing-masing dan mengumumkan
laporan dimaksud ke publik serta menyampaikan salinannya kepads
Komis Informasi Provinsi dan PPID Utama Kementerian Agama; dan

13} menyediakan ruangan dan/ atau meja lavanan Informasi Publik

1. Wewenang PPID Unit Kementerian Agama:

b.

menstapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi PPID unit kena
MASINE-Mmasing,

menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis npabila Informasi
Publik yang dimohonkan termasule Informasi Publik yang Dikecualikan
dengan disertai alasan sertn pemberitahuan tentang hak dan tats carn
bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

A l:hinmnmilﬂdmlgmhlﬁmnadlnmkmﬂdalamhunuadnnh,

FHDUnitEmmmrhnhpm-umﬂiHm

1) PPID Unit Eselon | Pusat mengusulkan Informasi Publik untuk
dikecunlikan kepadn PPID Utama Kementerian Agnma yang teluh
mendapat persetujuan tertulis dari Atassn PPID masing- maning,
apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam
keputusan PPID Utama Kementerian Agama mengenal klasifilkasi

2] PPID Uni_t Perguruan ‘I'lnm Keagnmann Negeri, Kantor Wilayah



4)

6)

«13-

Balai Litbang Agamn, Balai Diklat Keagamaan, dan UPT Asrama Haji
diberi kewenangan untuk membuat dan menctapkan Daftar
Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan setelah
mendapat persetujuan tertulis darl Atasan PPID dan/ atau pimpinan
umit kerja masing-masing dengan letap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaky;

PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negerl, Kantor Wilayah
Rementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota,
Balai Lithang Agama, Balai Diklat Keagamaan, dan Unit Peloksans
Tﬂnh&mllqjlﬂhﬁhmmmmkmhmmmi
Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan bersama
Atasan PPID dan/ atau pimpinan unit kerju THsing - masing;

PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agarmna berwenang untuk
melukukan pembinaan terhsdap PPID Unit Kementerian Agama
Kabupaten /Kota;

PPID  Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan
monitoring terhadap pelaksanaan PPID Unit Kementerian AgAma
Kabupaten/Kota;

PPID  Unit Kementerian Agama Kabupaten /Kota  melakukan
koordinasl dengan PPID Unit Kuntor Wilayah Kementerian Agama

masing-masing, dan
melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kementerian Agumn
terkait dengan penyelesaian Sengheta Informasi Publik.



BAB v
PENOKLASIFIKASIAN INFORMAS! PUBLIK

A. Uji Konsekuensi

maupun karens adanys permohonan;

3. pelaksanaan Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada angks 2
dilakukan secarn  saksama  dan penubt  ketelitan,  dengan
mempertimbangkan alasan  pengecuslinn  sesual dengun  peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan publik;

4. Uji Konaekuens! dilakukan oleh PPID Utama Kemenierian Agama bersams
dengan PPID Unit Eselon | danfetmu Unit Eselon 0 di I

Sekretariat Jenderal  yang  memiliki tugas  dan fungsi menangani
permasalnhan hukum dan /atau peraturan perundang-undangan; dun

S. hasil pengujian konsckuensi berupa Pengklasifikasian Informasi Publik
ditetapkan uhhl’ﬁnlﬂmltmturhnhpm berdasarkan persetujuan
Atasan PPID Utama Kementerian Agmma.

B. Batas Waktu Penyampaian Informasi Publik dalam rangkn Pengklasifikasian
Informasi Publile

. Batas waktu bagi PPID Unit Esclon | Pusat untuk menyampaikan usul
Informasi Publik den usul Informasi Publik yang Dikecualikan dalam
rangka Pengklasifikasian Informasi Publik secara berkala, paling lambat
minggu terakhir bulan Januari kepada PPID Utama Kementerian Agam,
dan

2. Penymmpaian usul Informasi Publik dan usul Informasi Publik yang
Dikecualilan PPID Unit Eselon | Pusat kepada PPID Utama Kementerian
Agama dalam rangka Pengklusifikasian Informasi Publik harus mendapat
persetujuan tertulis dari Atasan PPID Unit Eselon | Pusat,

| disampaikan kepnda Atasan PPID Utama Kementerian Agama untuk



WUmﬁmmMﬁmmmmphnE[mmhwmmnm

terdiri dari:

. Keputusan FPID Kementerian Agama mengenal Daftar Informasi Publik
Kementerian Agama; dan

b. Keputusan PPID Kementerion Agama mengenal klasifikasi informasi
Kementerian Agama, setclah mendapat persetujuan Atasan PPID Utams
Kementeriun Agama terhadap pengklasifikasian informasi.

D. Informasi Publik yang Dapat Diakses

Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dinyatakan menjadi [nformasi
Publik apabila:

1,
.
3.

dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan oleh Atasan PPID
Utama Kementerian Agama;

dinyatakan terbula berdasarkan putusan sidang ajudikesi, putusan
pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;

dinyatakan terbuka karena telah  berakhirnva  jangka waktu



BAB V
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penyelesaien Sengketa Informasi Puhlik

2, dalum menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID LUtama
Kementerian Aguma melalul surat kuasa dapat memberikan kuasa kepada:
A. PPID Utama Kementerian Agama;
b. mﬁﬂﬂﬁmﬂpmiﬁklnhmﬁmmmm;
c. pegawai pada unit yung memiliki tugas dan fungsi memberikan
bantuan hukum/menungan hukum/ peraturan perundang-undangan;
atauy

d. mummmmmmpipﬂmhymmm

mmmmﬁ::jmumﬂlmpﬂukmgmmuiinhrmw
publjkdnlunhllpummhnﬂ:m.

d. Pihak yang ditunjuk sebagai ponerima Kusss sebagnimans dimaksucd pada
mrmznmqwmmmmmm Informasi
Publik

B. Pelimpahan Wewenang

1. Dalam rangkn memenuhi panggilan sidang Sengketa Informas Publik yung
pertama:

Sumt Kuasa; atau

b. Atasan PPID urit dapat mendeleganikan wewenangnya kepuda PPID
unit untuk membuat sursl kussa,

4. PPID Utama Kementerian Agarne atau PPID Unit Kementerian Agama yang
leluh membunt surat kuasa, dan menghadin sidang Sengketa Informasi
Publik scbaguimana dimaksud pada ungka 1, segera menyampaikan
laporan hasil pelaksanoan sidnng Sengketn Informasi Publik kepada Atasan
PPID Kementerian Agama dan/ ateu Atasan PPID Unit Kementeriun Agama
masing-masing.



BAB VI
PELAPORAN

1. Penyampaian Laporan Lavanan Informasi Publik
Penyampaian lnporan layanan [nformasi Publik dilakukan sebagai berikut:

a

b.

d.

-3

laporan layanan Informasi Publik terdiri dari lsporan empat bulanan
layanan Informasi Publik dan laporan tahunan layanan In{ﬂtnuli Publilk;

dalam hal sistem informasi PPID scbagaimana dimaksud dalam Burul b
belum atau tidak tersedin, maka penyampalan laporan layanan Informas
Pubilik dilakukan secara manual dan diberikan dalam bentuk softcopy dan/
atau hardcopy; dan

dalam hal sistem informasi PPID sudah tersedia, PPID Utama Kementerian
Agama dan PPID Unit Kementerian Agama mendokumentasikan laporan
layanan Informasi Publik ke dolam Sistem Informasi PRID,

Laporan Empat Bulanan

laporun empat bulenan layanan Informasi Publik disampaikan paling
lunlutndupekmk:dmhuhnll:ihnpﬂmhdmhﬂmﬂapmmhu
tahun berjalan, serta pekan kedua bulan Januari tahun bertleutrniya;

laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Uit Kantor
Kementerian Agams Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf
& dilakukan sebagai berikut:

1} laporan disusun dan disampaikan kepada PPID Unit Kementerian

Agami Kantor Wilayah Provinsi; dan

a) hpnmndiluundnndllmpmnnpaun:hmhlpndlpuhnh:mu
buzban Mei dan pekan kesatu bulan September tahun berjalan
pekan kesatu bulan Januari tahun bertkutriyn untuk digatung ke
laporan PPID Unit Kementerian Agama Kantor Wiliyah Provinai

selanjutnya dilaporkan ke PPID Utama Kementerion Agama dan
Kokl Informasi Provinsi,

laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Unit Kementerian
amdmmﬁmmmAmmum:mmmmm
Utama Kementerian Agama paling lambat pads pekan kedua pada bulan
Mddnnmhnhuduhulmﬂeﬂmhwuhunhmjﬂmmpld:pckm
kedmhﬂsmdmmﬂuhunhﬂhtnp;

laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PRID Unit

Tinggl Keagamaan Negeri disampaikan kepada Atasen PPID unit kegs
masing-masing, PPID Utama Kementerian Agama, dan Komisi Informasi
Pusal. Komisi Informasi Pusat memonitor langsung  pelaksanaan
Keterbubuan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Keugamaan Negeri;
laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Utama Kemen
ﬁ;umﬁﬂmpn&nnkﬁﬂdnﬁﬂﬂnPﬂDHunmhﬁmﬁmdm
tembusan Komisi Informasi Pusat paling lambat pada pekan ketiga bulan
Mei, dan pekan ketiga bulan September tahun berjalan serta pada pekan
ketiga bulan Janusr tahun berikutnya.

H
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a. laporan twhunan layanan Informasi Publik PPID Kantor Kementerinn Agama
Kabupaien/Kota disampaikan kepada Atasan PRID unit kerja masing
mﬁmmmnumlmnmﬁh}rﬁhmm&tpﬂnphﬂkﬂm

masing '
Kementerion Agama pada pekan kesatu bulan Februuri;

d. laporan thunan byanan Informasi Public PPID Utama Kementerian
Agama disampaikan kepada Atasan PPID Utama Kementerian Agama,
paling lambat pada pekan kedua bulan Muret; dan

e Atasan PPID Utnma Kementetian Agama menyampaikan laporan tahunan
layanan Informasi Publik kepada Menteri Agama dan Komisi Informasi
Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun peliksansan anggaran
berakhir.



BAB X
PENUTUP

I.FﬁﬁummﬂtmnmhnhmdunPHDthHﬂm&pm
menclapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan  Informasi sesual  dengan
kebutuhan internal unit kerjn masing masing:

2. Keputusan ini merupakan tindal lamjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor
533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Agamadan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas:
Utama Kementerian Apama,.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ly SAIFUDDINA



